BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR - TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

. bahwa penyelenggaraan pemerintahan mempunyai peranan yang

sangat menentukan dalam penyelenggaraan Negara untuk
mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Dasar Tahun 1945;

_bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,
Pejabat/Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan  Kabupaten
Barito Selatan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian
dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau
pekerjaannya, sehingga diperlukan landasan hukum untuk
pencegahannya;

_bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Koiusi dan Nepousme (Lembaraii Negald Republik ludoncsia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 38511

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874
sebagaimana i€lan diubah dengan Undang-Undang Nowor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupst
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150j;

. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2002 Nomoi 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4250]
schagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661};
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
0 Tahun 2008 tentang Sistem
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(Lembaram Negara Repubilk
Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 6
pengendalian Intern Pemerintan
[ndonesia Tahun 2008 Nomor 127,
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Negara Re pubLE Indonesic Nomor =
53 Tahun 2010 tentang Disiplin
{Lem! ~ Negsara Republik Indonesia

srrinaral;

Pegawai Negcil Sipil {Lembarsg e o
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

rmdnnesia Nomor 5153);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4953j;

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemiberantasaii Korupsi Jailgka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 122};

11. Peraturan Menteri Pemberdavaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan  Melayam di
Lingkungan Instansi dan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1212\

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor U0 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1863);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Seiaiari Tahun 2016
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
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14. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
as dan Fungsi serta Tata Kerja
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Inspektorat Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 20);

T

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN

tapkan: z J
Vienetap GRATIFIKASI Dl LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BRARITO SELATAN,
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Dalam Peraturan Bupati Barit

! Naerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

.



ek
i

P

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakvat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1045.

Pamerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
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Bunati adalah Bunati Rarito Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pejabat/Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan

yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan
adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil
Negara, Calon Aparatur Sipii Negara, bewan Pengawas BUMD, Direksi
BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
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Komisi Pemberantasan Korupsi yang seclanjutnya disebut KPK adalah
Lembaga Negara vang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberaniasain Tindak Pidana Korupsi.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu
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Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
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Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
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inspektorat adalaii Perangkat Dacrah Habupaten o Selatan yang
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

o harane rabat
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Gratifikasi adaiah pemberiain dalam arti luas, yakni
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
i nerialanan wisata nengobatan cuma-cuma, dan fasilitas

lainnva, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
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clektronik.

Pencendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk

i i ifikas! 1ui peningkatan pemahaman dan
mengendalikan penerimaan gratifikasi melaiui peninggaali p

kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai

peraturan peruindang Gnaangai.

i I 1 Ke ari an vang selanjutnya
Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Barito Selat .n yang ¥
ingkat UPG Kabupalch D.rito Selatan adalah unit kerja yang bertanggung
disingkat UPG nabupaicis Barito Sclatan adalal unait Z=Ue > = i
jawab untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerinta

; , ; :
Kabupaten Barito Selatan.
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Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/ Pegawat/ Penyelenggara Pemer "
—ane memnunvai hubungan keluarga/ kekerabatan/sosia
+itia _ gara Pemerintanarn.
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lainnva dengan Pejabat jPegawai/ Penyeleng
~ihale haik perseorangar, sekelompok qrang, bac_lan
: gratifikasi kepada peneriima

1alah nara

emberikan
aga yang m

Pemberi adaial [
hukum atau lemb

oratifikast.



16. Pelapor Gratifikasi adalah pejabat/pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan
yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur
yang kemudian melaporkannnya Kepada KPK melaiut UPG.

17. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap
penerimaan Gratihkasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan
Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi.

i8. Formulir Pelaporan Gratiiikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPPk
dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan
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19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai/ Penyeclenggara

Doryoar 1o men Aalarm melalraas ~ e 31y - H ~ 3 -
Pemmerintahan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya.
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20. Standar Harga Regional adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang
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digunakan sebagal acuan nenviisunan anggaran herhasiea Money Follow
-

Program Priority.
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Penyelenggara Pemerintahan yang mendapatkan kekuasaan dan
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau
diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang
dimilikinya.

79, Pihak Ketiga adalah orang perorangan dan/atau badan hukum yang
pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan Kkerja atau
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23, Hadiah adalan seuap DEiitus = mberian dan penerimaan ataupun

permintaan dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman
tanpa bunga. tikef perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
perjalanan cuma-cuma dan fasilitas sejenis lainnya, dalam penyelenggaraan
kontes, kompetisi terbuka, penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqigah,
baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya.

24. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata
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uang Rupiah yang didapatkan dari rala-raia surs jual dan kurs Del
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(Kurs Tengah = — j pada hari tertentu.
Pasal 2
{i) Peraturail Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada
Pejabat/Pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan dalam memahami,

mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai/
Penyelenggara Pemerintahan tentang grauiikasi; o
b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/ Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan
ternadap Keleniuaii gratifikasi;
c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan
aluntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;



d. membangun integritas Pejabat/Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan

s T o l ey Tlgesseo }
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Prinsip dasar dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yaitu:

a.

Setiap Pejabat/ Pegawai/ Pernyelenggara Pemerintahan diwajibkan menolax
Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak
yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Peiabat/Pegawai/

Penyelenggara Pemerintahan dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan
yang berlaku, dengan pengecualian yaitu:

1. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;

9. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;

3. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; dan/atau

4. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat

mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri

sendiri/ karier penerima/ada ancaman lain.
Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilaporkan kepada KPK
melalui UPG.

Setiap Pejabat/ Pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan dilarang menawarkan
atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap
kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan
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domestik atau asing untuk meng
manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh Peraturan Perundang-

undanegan vang berlaku;

Setiap Pejabat/ Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan dilarang meminta atau
menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap baik
secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar
negeri, baik dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana

5 i SR T = . Y
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elekironik dari perscoratigail atau lcmbaga terkait dengan polaxsa n tuge

dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang—undangan yang berlaku;
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menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan pencrimaan
dan/atau pemberian Gratifikasi.

i

BAB II
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Ragian Kesatu
Kategori Gratifikasi

Pasal 4

Gratifikasi terdiri dari:

Gratifikasi yang wajib dilaporkar;
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dan
Oratifikasi vang terkait kedinasan.



Gratifikasi yang wajib dilaporkan, meliputi namun tidak terbatas pada

s

9]

G

s

mmrmharian
F - e O 0 e

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
b.

_terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan

terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran,

evaluasi;

L ¢ [RS8 — - 1~1 —~ - M 3
terkait dengan pelaksanaan perialanan dina

€ 1 > = 1
s di luar penerimaan yang

sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

. dalam proses penerimaan/ promosi/mutasi pegawai,

daiam proses komunikasi, negosiasi dan peiaksanaai kegialan dengan piiiak
lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

- ai ald e et z o
sebagai akibat dari perjanpjan keriasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak

lain yang bertentangan dengan Undang-Undang;

.sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses

pengadaan barang dan jasa;
dari Pejabat/pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan atau Pihak Ketiga pada

" i

hari raya kcagamaan; dan/atau
dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan
dengan kewaijiban/tugasnva.

Pasal 6

(1) Karakteristik secara umuim terhadap gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

(2) Gratifikasi yang ridak wajib dilaporkai meliputi namun tidak terbatas pa

Adalale
i fenlenid

a. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama
dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan
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b. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang pberlaku;
c. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan

dalam hubungan sosial antar sesaina dalam batasan nilai yang wajar,

dan/atau o

d.Merupakan bhenfuk nemberian vang berada dalam ranah adat istiadat,
kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan niial yang
wajar.
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a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakelk/ nenfsl?,
Lapale /ibu/mertua, suami/ istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi,
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kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konilik
kepentingan.

b. hadiah (tanda kasih) dalam beniuk uang aal barang yang mern ‘
jual dalam penyelenggaraai pesta pernikahan, kelahiran, a‘qlqah, t‘napns,
Ithitanan, dan potong gigi, atau upacara _adat/agama lalf}nya aengan
batasan nilai  per pemberi dalam setiap acara paiilig banyax
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
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Aarais

encana vang dialami oleh
gratifikasi

c. pemberian terkait dengan Musioah awen - , &
penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima

paling hanvak Rp.1 1000.000,00 (satu juta rupiah);



d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi
jabatan, dan ulang tahun vang tidale dalam bentuk uang atau tidak
berbentuk setara uang yang paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00
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c. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak
berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa,
dan lain-lain) paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per
pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp.1.000.000,00

(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

hidangan atau sajian yang berlaku umum;
o. prestasi akademis atau non akademis vang diikuti dengan menggunakan

biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetsi nidak terkait
kedinasan;

i
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h keuntunean at | 4 dari nenempatan dana, investas: atau kenemilikan

h kenntunean atay punga carl peneinpalal Yalic, Svhene
saham pribadi yang berlaku umum;

i, manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan
koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;

j. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis

5 W — . '
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workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku
umum;

k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh

Demerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlala;

i L1

dan/atau
1. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait

dengan Tupoksi dari pejaval/pegawal / Penyclenggara Pemerintahan, tidak
memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi
penerima gratifikasi.

(3) Dalam hal gratifikasi yang diterima dalam bentuk mata uang asing
disesuaikan dengan Kurs Tengah Bank indonesia.

)
5]
L

g
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(1) Gratifikasi yang terkait kedinasan memiliki karakteristik umum sebagai
berikut:
a. Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
h Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan: dan
c. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama
dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai (mengacu pada standar
harga regional), untuk semua peserta dan memenuhi priasip kewajarai
atau kepatutan.
(2) Gratifikasi yang terkait kedinasan meliputi namun tidak terbatas pada.

a. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan,

cinderamata yang diterima oleh pegawai / pejabat/ Penycienggara
Pemerintahan dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan
dan penugasail resml;

b. Plakat, vandel, goody bag/ gimmick

nleh ¢

pelatian  yang diterima ¢ienn pPe€

Pemerintahan dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan

atau penugasan resmi;

dari panitia seminar, lokakarya,

awai /pejabat/ Penyelenggara

=i



c. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka vang
disclenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan

penunjukan atau penugasan resmi; dan/atau

d. Penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun sctara
uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara,
LaTasuinber, konsullan dan iuiigsi seiupa iaiiliiya yailg dileruia vieii
pegawai /pejabat/ Penyelenggara Pemerintahan dari instansi atau

1nmhqr\-q lnin Hp-p-("'n 1“1’(:1'\ ﬁpr‘}‘[1ﬂ1111{‘f]ﬂ atan 1381'1110'-14;101‘1 rea m

(3} Gratifikasi yang terkait kedinasan wajib dilaporkan ke UPG untuk
diteruskan ke KPK dalam hal nilai gratifikasi tersebut melebihi nilai wajar

atau terdapat peraturan internal yang melarang nenerimaan tersebut.

Bagian Kedu

Mekanisme pelaporan Gratifikasi

(1) Setiap Pejabat/Pegawalf Penyelenggdra Pemerintahan wajib melaporkan

=T Lxup pCriciimaaii
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Pasal 7 ayat (3) , kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tangeal gratifikasi diterima oleh pejabat/pegawai/Penyelenggara

Pemerintahan.

zal 5 dan

(2\ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlampaui maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikan secara
langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, email atau
website KPK (oniinej.

(3) UPG waiib menvampaikan laporan oratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam avat (1) kepada KPK paling lambat 14 hari kerja.

43
[y

0 lnel cehaoaimana Jdim 11 +mada avat (1) dan
(=} Lapouiaili k)l.u\.;uua.an grafiiniags schagaimana maksud :d_ ayat (i} dat

ayat (3) dilakukan tanpa penyerahan uang dan/atau barang dengan
menggunakan formulir yang ditentukan oleh KPK.

{5} Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang

memiiat data qahqn’qt bF‘T"Ilet

FES LRI QRSN =t

a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratilikasi;
KTP Peinhat/pegawai/ Penvelenggara Pemerintahan penerima

gratifikasi;

c. iabatan peiabat/pegawai / Penyelenggara Pemerintahan;
d.“’tcmpat dan waktu penerimaail Gratifikasy;

_uraian jenis Gratifikasi yang diterima;

f nilai Gratifikasi yang diterima; dan

ronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.

]
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekamsme pelaporan
gratifikasi diatur dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Barito Selatan

1 ; . Tl T
angrhes s} e =S e ] Y;,—J_
selold £oliid VY oia.

Pasal 9

(1) Senap Pejabat/pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan wajib memenuii
undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk

slazhan ot MLk I

Denfigaidn gratingash.

(2} Pejabat/pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan wajib mematuhi Keputusan

TTTYW . Y ! :
LibFiy ganyatal

amilikan gratifikasi.

[t 1
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(1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi

melalui gratifikasi dibentuk UPG.

(2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penanggungjawab
b. Ketua

c. Sekretaris

d. Anggota

Xyt
s L‘.i—FLi.'\.l}

Inspektur Kabupaten Barito Selatan;

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Barito Selatan;
inspekiur Pembainiu/ Auditor/ Pgjabat Pengawas
Urusan Pemerintah Daerah /Staf pada Inspektorat
Kabupaten Barito Selatan.

(3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut

- T T oy x
denoasn Keputusan Riinall.
lenoan Kepulusall Dl

3132
e

FITRAN ey Y . * d
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Ty et
Bacian Kedua

Kewajiban dan Tugas

alam Pasal 10 berkewajiban:

a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan

dokumentasi terkait atas
kepada KPK paling lambat
diterima oleh UPG;

b. menyampaikan iaporaii ic

aoitulasi penanganan

laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi

B Al

14 (empat beias] hari kerja sejak laporan gratiixass

arar Gan 4;_":"""!._"'11{ 19.1'111“: 19.'{)01‘9-7'1

HERES

penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;

~ekapitulast penanganan dan tindak laniut laporan

c. menyampaikan iapoiai rekapituiast

penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupall secara periodik setiap 3

(tiga) bulan; dan/atau



d. merahasiakan Pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan

lal~tub} Aﬁﬂ -l
nerundang-undangan.

Pasal 12

S

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPG
mempunyai tugas :

. Meneriima, mereviu daii HxCixsdQ;iilhibh'cibin.dIJ. iapuraii peilciiiliadii, PCliCiakdil

dan pemberian gratifikasi dari pegawai /pejabat/ Penyelenggara Pemerintahan

di ingkunean Pemerintah Kabupaten Barito Selatan:
iy 3 25 b

L i ALl il ii L e

. Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi

kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan
gratifikasinya oleh KPK;

Menvampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan
pengendalian gratifikasi kepada pimpinan Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan;

Melakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi serta mengkoordinasikan

kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan

e e Ay

ot b Elasviettriba b L A DTSR S 1 P 5
CRSLCITidu Feiiici 1111.0111 paoupalcil ool iT0 Slidiall,

Meminta data dan informasi kepada PD terkait pemantauan penerapan

SO O I ot A
pengelilidlidil gildliiikasi,

Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap
suap terkail kedinasaii olehi Pemerintah Kabupatlen Barite Selatan maupun

oleh penerima;

. 5 ; ) N - i g ‘ . . e R .
i B e eelbamaeadasi Hndak it lepmarda Buimats 1y teariard NeIanNgOarar
. WICITIDE IRGll TEKUICIIUEasI tilldan il glpaiia o il Jisa Lworjadas peiangyEss =7@Il

terhadap Peraturan Bupati ini oleh pejabat/ pegawai Penyelenggara

Pemerintahan; dan/atau

‘Melakukan kajian titik rawan potensi terjadinya Gratifkasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 13

Ketentuan tentang tata cara penyimpanan barang gratifikasi akan diatur lebih

1anint dengan Keputusan In spektur Kabupaten Barito Selatan selaku Ketua UPG.

= B 1 1 3 i 3 e d PT remoaer ,_i_‘ HA=__.l‘5_____ - "_’3_ 1,_:'; _‘:‘
(1) Gratifikasi sebagaimana dimaksuad dalam Pasal 5 yang ditelapgan Ot S255

Bagian Ketiga

nfaatan gratifikas

Pasal 14

untuk dikelola Pemerintah Daerah, ditentukan pemanfaatannya dengan
menitik beratkan pada tujuan:

a. Memutus benturan kepentingan, pilih kasih (favoritismej maupun korupsi

L / BT, 1
meoatwat /neianat; p!:ﬁ‘u‘i.!?ﬁﬁf;arﬂ ?E‘meﬂﬂtﬂbﬁﬂ
awar /poldudy) o h 5

(£ . Y Te 5
iverisy alwaia inGiviau e

yang secara fisik menerima gratifikasi terkait kedinasan dengan pihak

-ﬂnm‘ﬁa"‘ﬂ .
LGOI 3,



h. Mengedepankan pemanfaatan atas gratifikasi terkait kedinasan yang

diterima untuk kepentingan instansi, seperti menjadi aset instansi
(dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku) atau disumbangkan kepada

larbaon caatni: (0 0 FER
AL AC il Oiid, Liciii TALZARA4

c. Membangun persepsi positif dan kepercayaan masyarakat bahwa
penerimaan yang teriadi tidak dimanfaatkan nntuk kenentingan pribadi
pegawai /pejabat/ Penyelenggara Pemerintahan dan tidak menempatkan
pegawai /pejabat/ Penyelenggara Pemerintahan sebagai pihak yang

2 . 1
tEeyraamnfasro Ta T W& sHPimioarn 81 ey Mot
tersandera Gengan ECpenungan Sl puiiiiads

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :

(2)

(3)

e

2 Meniadi aset Pemerintah Daerah yang dicatat sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

b.disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dengan
dokumentasi berita acara serah terima dan foto serah terima barang
gratifikasi; dan/atau

c. dimanfaatkan oleh pejabat/pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan yang
menerima gratifikasi yang pemanfaatannya bukan untuk kepentingan

o mr s X T
i \...'L.‘,J \.L‘_-Libbi‘.i i

privadi  dan  tdak menempatkan pejabat/pegawai/
Pemerintahan sebagai pihak yang tersandera dengan kepentingan

1 Taovv\_}-\_nv-u
b S iJk_,ii‘;-/‘-\_-i ie

BAB IV

Pasal 15
Dalam rangka pelaksanaan pengendalian graiiiikasi periu dilakukaii
sosialisasi  kepada pejabat/pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan dan

3 5 o5
Ao vi izl eNSNTINgan
nemangiu Bepall tingail.

B o
Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

4 L.
~As astian P

i j)":'"“":" Stllops 1

a. Pencantumail geleniuail larangai penerimaan, g :
yang memberikan pelayanan publik, pengumuma dalam proses
nengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada
surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;

b. Pemberian informasi kepada seluruh Pejabat/pegawai/ Penyelenggara
Pemerintahan dain pihak ketiga olch UPG.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media

Alaltraonik maubun madia non elektronik.
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PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 16

[ LN S

Palanor oratifikasi berhak untuk mendanatkan upaya perlindungan berupa:
L e e o - X 9, £ & 3

a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat
administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,
namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatain, penuruiial
penilaian  Kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau

-~ 1 3 1 'ﬂ‘}" tie
atan karir iamnya.
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b. Pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau

_ R . L .
anoeainan fisik;
;

c. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan/atau

d. Kerahasiaan identitas.

(2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
dalam hai:

a. adanya intimidasi, ancamarn, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak
5 1 el i 1-

1oty loinmmivae atac Aoaminal nelannrgn te + Aarl vilky tsm bty ol
ISFITY] j21nTva alas Gdliiipdh gt g gl w2 1 (e pPlilans 11011252,
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b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui

Ketua 1IPG dengan ditembuskan kepada KPK.

BAB VI

Pasal 17

(1 Taancktorat | Rabupate ot @aiaian melaksanakainl pongawasar
{1} ifispCriorat pavupaien sairilo otiatdil miclaksanakail  pingawasdiz

aids

penerapan aturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah

Kabhunaten Barito Selatan;

1Tia alid) Slizmiall,
i

(2) Inspektorat Kabupaten Barito Selatan melaksanakan penegakan aturan
pencendalian gratifikasi dengan turut serta melaporkan kepada KPK melalui
situs www.kws.kpk.go.id terhadap tindak pidana gratifikasi yang masuk
dalam kategori wajib dilaporkan atau dianggap suap namun tidak dilaporkan

T 1 = 2 o UUUSOL RS, GRG0, Sy it BN gt aria:
olen penerima gl"aulli&aal {(1a11 iciaii IICitwdu Sy 1iatks KITrja,

(3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati.

BAB Vi
SANKSI

Pasal 18

Senap Pejabat / Pegawai | Penyelcnggaia Pemcrintahan yang meaguxan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf ¢ dan huruf d

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Paraturan Peruindang-undangan.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada

A

Angoaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pa@a,ta’r;ggaj rtecher 2018
\fo\%ELATAN
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o .

Dlundangkan di Buntok
pada tanggal ~ | =" 2018

. EDIRRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

E{PM‘”‘/‘; ADH, SH, MH



